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ABSTRACT 

  

 

SRI YEWINDA HASYIM.  E1119030.  THE ANALYSIS OF VILLAGE 

FINANCIAL MANAGEMENT OF THE OTIOLA VILLAGE GOVERNMENT 

IN THE PONELO ISLANDS SUBDISTRICT 

 

This research aims to analyze village financial management in the Otiola Village 

government, Ponelo Islands Subdistrict. This type of research is qualitative by 

using interviews, observation, and documentation as data collection techniques. 

The results of this research indicate that financial management is under the 

Regulation of the Minister of Home Affairs No. 20 of 2018, starting from the 

planning, implementation, administration, reporting, and accountability stages. 

The results of the analysis show that the implementation of Otiola Village’s 

financial management for the planning, implementation, and reporting stages has 

followed the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 20 of 2018.  On the 

other hand, administration, and accountability, it has not been optimally done 

based on the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 20 of 2018. 

 

Keywords: village financial management 
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ABSTRAK 

  

 

SRI YEWINDA HASYIM.  E1119030.  ANALISIS PENGELOLAAN 

KEUANGAN DESA PADA PEMERINTAH DESA OTIOLA KECAMATAN 

PONELO KEPULAUAN 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan desa pada 

pemerintahDesa Otiola Kecamatan  Ponelo Kepulauan.Jenis penelitian ini adalah 

kualititaf dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, 

dan dokumentasi dalam  pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa dalam pengelolaan keuangan yang berpedoman pada  Peraturan Menteri 

Dalam  Negeri No 20 Tahun 2018, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Hasil analisis menunjukkan 

bahwa pelaksanaan  pengelolaan keuangan Desa Otiola  untuk tahap  

perencanaan,  pelaksanaan,  pelaporan  sudah  sesuai dengan Peraturan Menteri 

Dalam  Negeri No 20 Tahun 2018.  Di lain pihak, untuk penatausahaan dan 

pertanggungjawaban  belum  sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam  Negeri No 

20 Tahun 2018. 

Kata kunci: pengelolaan keuangan desa  
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BAB  I 

PENDAHULUAN  

1.1.  Latar Belakang Penelitian  

Akuntansi sektor publik di indonesia pada masa kini berkembang begitu 

pesat dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah ini diatur 

dalam peraturan  pemerintah republik indonesia nomor 38 tahun 2007. 

Penerapan sistem otonomi ini memberikan kewenangan kepada seluruh 

tingkatan pemerintah daerah baik pemerintah tingkat provinsi hingga pemerintah 

tingkat desa untuk mandiri dalam peningkatan pembangunan dan kesejahteraan 

masyarakat. 

Seiring dengan terwujudnya otonomi daerah ini, diperlukannya suatu 

penatausahaan  dan sistem akuntansi yang baik, karena kedua hal  tersebut 

merupakan pendukung terciptanya  pengelolaan keuangan yang akuntabel, 

dalam rangka mengelola dana dengan sistem  terdesentralisasi secara transparan, 

efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Desa sebagai pemerintahan yang bersentuhan dan berinteraksi langsung 

dengan masyarakat  menjadi salah satu fokus  utama  dalam  pembangunan 

pemerintah,  sebagian besar  wilayah indonesia ada  dipedesaan. Membangun 

desa sama artinya  membangun sebagian besar penduduk indonesia.  

Desa adalah desa dan desa adat yang juga dikenal dengan nama lain, yang 

selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang  untuk mengatur  dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masrayarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal 



2 

 

 
 

usul, dan atau/ hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan  Negara Kesatuan Republik Indonesia. pemerintah desa adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. pemerintah desa 

adalah  penyelenggaraan  urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia, dan 

pemerintahan adalah kepala desa atau disebut dengan nama lain,di bantu 

perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. “permendagri 

Nomor 113 Tahun 2014 “ 

Seiring dengan berjalannya waktu, sistem pemerintah desa mengalami 

perubahan pada masa orde baru, kewenangan pusat untuk mengelola desa sangat 

tinggi termasuk dalam pengelolaan keuangan.  Menurut Peraturan Menteri Dalam 

Negeri  Nomor  113 Tahun 2014  tentang pengeloaan keuangan desa merupakan 

keseluruhan kegiatan  yang  meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, 

pelaporan,  pertanggungjawaban,dan pengawasan keuangan desa sehingga desa 

dapat diharapkan mampu mengelola keuangan tersebut menjadi lebih baik. Sistem 

pengelolaan keuangan desa telah diatur  dalam  peraturan  Menteri Dalam Negeri 

Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang 

menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi seluruh kegiatan yaitu 

perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,pelaporan dan  pertanggungjawaban 

keuangan desa. 

 Keuangan desa dikelola berdasarkan atas asas-asas transparansi, 

akuntabel, partisipatif  serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dan  
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pengelolaan keuangan desa dikelola selama  1( satu ) tahun anggaran  yaitu mulai 

tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember “Sesuai dengan  (IAI-KASP 

2015 ) “ Pengelolaan keuangan desa terbagi menjadi : perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban.” 

Menurut IAI-KASP ( 2015:6 ), Akuntansi adalah suatu kegiatan dalam 

mencatat data keuangan sehingga menjadi sebuah informasi yang berguna bagi 

pemakainya. Akuntansi menyajikan informasi kepada suatu entitas (misalnya 

pemerintahan desa) untuk melakukan tindakan yang efektif dan efisien. Fungsi 

tindakan tersebut adalah untuk melakukan perencanaan, pengawasan dan 

menghasilkan keputusan bagi pimpinan entitas (misalnya pemerintahan desa) 

yang dapat dimanfaat baik oleh pihak internal maupun eksternal. 

Menurut IAI-KASP ( 2015: 12 ) siklus akuntansi merupakan gambaran dari 

berbagai  tahapan kegiatan akuntansi antara lain : (1) tahap pencatatan, yang 

merupakan langkah awal dari siklus akuntansi. Mulailah  dengan bukti transaksi 

dan kemudian catat dibuku yang sesuai. (2) Tahap klasifikasi adalah tahap 

pengklasifikasian bukti pencatatan transaksi ke dalam buku besar berdasarkan 

nama akun dan saldo yang telah dicatat  termasuk dalam buku berdasarkan nama 

akun beserta  saldo yang telah dicatat termasuk dalam kelompok debit atau 

kredit.(3) tahap ringkasan, yaitu penyusunan neraca saldo dan kertas kerja. 

Terakhir (4) tahap pelaporan, yaitu membuat laporan pertanggungjawaban  dan 

laporan kekayaan desa atas pelaksanaan APBDesa laporan tersebut digunakan 

oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan desa. Pihak-pihak yang 
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menggunakan informasi keuangan desa adalah : masyarakat desa, perangkat desa, 

pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. 

 Adapun dari beberapa peneliti terdahulu yang telah melakukan penelitian 

terhadap penerapan akuntansi keuangan desa  pada pemerintah desa. Yaitu: 

Muhammad dody masriyadi, Rosida  dengan judul “Penerapan akuntansi 

pemerintah desa pada laporan keuangan tahun anggaran 2018 desa bontosunggu” 

menyimpulkan bahwa penerapan akuntansi pemerintah desa bontosunggu belum 

sepenuhnya diterapkan oleh pemerintah desa di karenakan hanya  menggunakan 

sistem informasi akuntansi desa yang dibuat oleh Kemendagri dan tidak 

melakukan pencatatan akuntansi dan penggolongannya   

 Sri rezki dan dian saputra  dengan judul” Analisis Penerapan Akuntansi 

keuangan desa pada pemerintahan desa sukamaju kecamatan singingi”  

menyimpulkan bahwa penerapan akuntansi pada pemerintah desa sukamaju 

kecamatan singingi telah dilaksanakan namun belum berjalan dengan baik dan 

belum sepenuhnya sesuai dengan akuntansi berterima umu. 

Lebih lanjut  penelitian tentang akuntansi keuangan desa dilakukan oleh helda 

tika warni (2021) dengan “Judul Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada 

pulau tengah kecamatan pengean” hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa  

penerapan akuntansi di desa pulau tengah belum sesuai dengan  prinsip akuntansi 

berterima umum. 

Pelaporan keuangan yang baik berjalan seiring dengan pengelolaan keuangan 

yang baik. Jika laporan keuangan desa tidak baik, maka keuangan desa juga tidak 

baik  tata kelola merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam 
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penyusunan laporan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa adalah kegiatan 

pencatatan semua transaksi yang ada, baik pemasukan maupun pengeluaran, 

secara teratur dan kronoligis. Manajemen merupakan aspek yang perlu 

diperhatikan dalam penyusunan laporan keuangan desa.  

 Fenomena umum yang menarik berdasarkan  hasil kesimpulan yang sudah 

diteliti sebelumnya menggambarkan/menjelaskan bahwa penerapan akuntansi 

keuangan desa pada pemerintah desa di beberapa tempat  belum sepenuhnya 

sesuai dengan  prinsip akuntansi berterima umum. 

 Pemerintah desa otiola masih mengalami kendala dalam pelaksanaan 

pengelolaan keuangan desa. Permasalahan yang dihadapi yaitu  terkait kapasitas 

sumber daya manusia atau biasa disebut perangkat desa dituntut harus dapat 

menyelesaikan laporan dalam waktu satu tahun yang menjadikan beban tersendiri 

bagi perangkat desa terutama dalam bidang keuangan. Dalam proses 

penatausahaan pengelolaan keuangan desa setiap penerimaan dan pengeluaran 

desa di catat dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan, Namun pemerintah 

desa otiola melakukan tutup buku pada akhir tahun. 

 Berdasarkan hal tersebut maka peneliti berkeinginan untuk mengetahui 

dan melihat bagaimaana penerapan akuntansi keuangan desa  yang dilakukan oleh 

pemerintah desa otiola apakah sesuai dengan pedoman penyusunan laporan 

keuangan yang semestinya atau belum sesuai. 

Maka dengan latar belakang fenomena tersebut peneliti tertarik untuk 

mengangkat judul Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Desa Pada 

Pemerintah Desa Otiola Kecamatan Ponelo Kepuauan. 



6 

 

 
 

1.2. Rumusan Masalah Penelitian  

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian yaitu bagaimana pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa 

otiola kecamatan ponelo kepulauan.? 

1.3. Maksud dan tujuan penelitian  

 1.3.1. Maksud Penelitian  

Adapun maksud dari penelitian ini  adalah untuk mengetahui bagaimana 

pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa otiola kecamatan ponelo 

kepulauan  

 1.3.2  Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis 

pengelolaan keuangan yang ada pada pemerinahan desa otiola kecamatan ponelo. 

1.4. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis  

Penelitian  diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai 

perkembangan teori dalam bidang pengelolaan  keuangan desa pada 

pemerintah desa. 

2. Manfaat praktis  

Manfaat secara praktis yaitu dapat meningkatkan pengetahun dan 

kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan desa dan menjadi 

bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam pelaporan 

pertanggungjawaban pengelolaan keuangannya. 

3. Penelitian Selanjutnya 
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Sebagai bahan referensi untuk penelitian sejenis yang dapat dijadikan 

sebagai bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN  

2.1 Kajian Pustaka  

2.1.1. Pengertian Akuntansi  

Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, 

pengikhtisaran transaksi kejadian keuangan, penyajian laporan serta 

penginterpretasian atas hasilnya bagi pihak yang berkepentingan guna mengambil 

keputusan.. 

 Menurut Donald E. Kieso dkk (2017) menyatakan akuntansi sebagai 

berikut: Akuntansi merupakan proses yang  memuncak dalam penyusunan  

laporan keuangan perusahaan untuk digunakan oleh pihak internal dan eksternal. 

Para pengguna informasi laporan keuangan mencakup investor, kreditor, manajer,  

pekerja dan badan pemerintahan. 

 Menurut sujarweni  ( 2019 ) akuntansi dapat didefinisikan : Akuntansi 

adalah suatu kegiatan  jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan 

melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang  pada akhirnya akan 

mengahasilkan suatu  informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak 

tertentu. 

Definisi akuntansi menurut Ikatan Akuntan Indonesia  ( IAI  2015) yaitu : 

Akuntansi adalah suatu kegiatan dalam mencatat data keuangan sehingga menjadi 

sebuah informasi yang berguna bagi pemakainya. Dari beberapa pengertian 

tentang akuntansi adalah suatu proses pencatatan , pengklasifikasian, meringkas, 

mengolah dan menyajikan data transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan 



9 

 

 
 

keuangan sehingga dapat digunakan dalam pembuatan laporan keuangan dan 

pengambilan keputusan. 

Dari beberapa pengertian tentang akuntansi menurut para ahli dapat 

disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengolah, 

pengklasifikasian, meringkas, mengolah, dan menyajikan data transaksi, serta 

kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan dalam 

pembuatan laporan keuangan dan pengambilan keputusan. 

2.1.2. Tujuan Akuntansi  

Tujuan utama akuntansi menurut soemarso 2018 adalah menyajikan 

informasi ekonomi (economic informan ) Dari suatu kesatuan ekonomi ( economic 

entity)  kepada pihak-phak yang berkepentingan. Kesatuan  ekonomi adalah badan 

usaha ( business enterprise ).  Informasi ekonomi dihasilkan oleh akuntansi yang 

berguna bagi pihak-pihak didalam perusahaan itu sendiri maupun pihak diluar  

perusahaan. 

Secara umum tujuan akuntansi sendiri adalah untuk mengumpulkan dan juga 

melaporkan informasi terkait masalah keuangan, kinerja, posisi keuangan dan lain 

sebagainya. Informasi yang didapatkan nantinya akan digunakan sebagai dasar 

atau landasan dalam membuat sebuah keputusan. 

2.1.3.  Akuntansi Keuangan Desa 

2.1.3.1 Definisi Desa  

    Desa merupakan bagian terkecil dari tingkatan pemerintahan. desa menjadi 

tolak ukur kemajuan pada suatu negara. Desa biasanya memiliki bentuk berupa 

nama, batas-batas wilayah dan letak wilayah yang bertujuan agar dapat 



10 

 

 
 

membedakan antara desa satu dengan desa yang lainnya. dengan demikian dapat 

memudahkan dalam membuat  pengaturan sistem pemerintahannya. 

Jan hoesada  2014 mengatakan desa adat dan desa melakukan tugas yang 

hampir sama perbedaannya hanya terletak pada pelaksanaan hukum aslinya, 

khususnya mengenai : pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan 

struktur aslinya, pengaturan dan pengelolaan daerah  atau adat istiadat, 

mempertahankan  nilai-nilai sosial budaya desa adat, dan penyelesaian sengketa 

adat berdasarkan hukum adat yang berlaku didesa adat wilayahnya yang sesuai 

dengan prinsip hukum adat tentang hak asasi manusia dengan mengutamakan 

penyelesaian dengan musyarawarah, mengadakan pertemuan damai untuk 

pengadilan desa menurut adat kebiasaan  sesuai dengan ketentuan undang-undang, 

memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa adat berdasarkan hukum 

adat yang berlaku di desa adat, dan perkembangan adat sesuai dengan kondisi 

sosial budaya adat istiadat masyarakat desa. 

Menurut V Wiratna Sujarweni 2019:1 secara umum desa adalah suatu 

gejala yang bersifat universal, terdapat dimanapun didunia ini, sebagai suatu 

komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik secara tempat tinggal 

(secara menetap)  maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang 

tergantung pada sektor . Menurut “ Kamus Besar Bahasa  Indonesia  bahwa  desa  

adalah kesatuan wilayah  yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai 

sistem pemerintahan sendiri ( dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa 

merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan. 
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Terkait pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014, peraturan 

pemerintahan nomor 43 tahun 2014 menetapkan bahwa desa adalah desa yang 

dapat diubah namanya dan menjadi desa adat, dapat dikatakan desa merupakan 

masyarakat hukum dengan batas wilayah tertentu dan diberi kewenangan menurut 

sistem pemerintahan Indonesia menghormati dan mengakui prakarsa masyarakat, 

hak adat dan hak tradisional untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

hak dan kewajiban masyarakat. 

2.1.3.2 Pengertian Pemerintah Desa   

Pemerintah desa  adalah sekelompok individu yang mempunyai suatu 

wewenang tertentu agar dapat melaksanakan kekuasaan yang sah dan melindungi 

serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pelaksanaan dan perbuatan 

dalam berbagai keputusan. Pemerintahan desa terletak dalam wilayah 

kabupaten/perkotaan, dan pemerintahan desa mengurus urusan pemerintah dan 

kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan republic Indonesia, 

Menurut V Wiratna Sujarweni 2019, pemerintahan desa terdiri dari kepala 

desa dan perangkat desa, yang meliputi sekretaris desa dan perangkat desa 

lainnya. 

          Lebih lanjut dalam  permendagri Nomor 13 Tahun 2014 Pada Pasal 1 Ayat 

2 tentang pemerintahan desa dapat diartikan sebagai berikut :   Pemerintahan desa 

adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

         Dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 bahwasanya pemerintah desa 

adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa 
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sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dalam bernegara pemerintahan 

sangatlah dibutuhkan guna mengayomi rakyat, mengatur rakyat serta dalam 

memenuhi kebutuhan rakyatnya. Adanya  pemerintahan,maka semua wilayah 

serta batas-batas wilayah pasti dapat terkontrol serta diawasi dan dapat diatur 

dengan mudah. Disetiap wilayah pasti memiliki pemerintahan  dan memiliki 

perangkat pemerintahannya masing-masing. Maka  dari itu penting bagi kita untuk 

mengetahui tentang pemerintah desa serta perangkatnya.    

2.1.3.3 Dana Desa   

 Berdasarkan  peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2014, yang  

menyatakan bahwa dana desa berasal dari APBN, unsurnya disediakan untuk 

pendapatan dan belanja  desa. Melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah 

kabupaten/kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,maka  

pembangunan masyarakat kabupaten/kota  akan  disalurkan kedesa/APBD. 

 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa dana desa 

nantinya akan mendapatkan kucuran dana  10% dari APBN. Dimana kucuran 

dana tersebut tidak akan melewati perantara. Dana tersebut akan langsung sampai 

kepada desa. Tetapi jumlah  nominal yang diberikan kepada masing-masing desa 

berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk dan angka kematian. 

Alokasi APBN yang sebesar 10% , saat diterima oleh desa akan menyebabkan 

penerimaan desa yang meningkat. Penerimaan desa yang meningkat ini tentunya 

diperlukan adanya laporan pertanggungjawaban dari desa, laporan 

pertanggungjawaban itu berpedoman pada permen No 113 tahun 2014. 
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2.1.3.4   Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa)  

Anggaran Pendapatan Belanja Desa  merupakan rencana anggaran tahunan 

pemerintahan desa yang ditetapkan untuk melaksanakan rencana dan kegiatan 

yang menjadi kewenangan desa yang ditetapkan untuk melaksanakan rencana dan 

kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia 

(IAI) 2015 APBDesa terdiri dari : pendapatan desa, Belanja desa, pembiayaan 

desa 

1. Pendapatan Desa  

Termasuk semua pendapatan tunai yang diperoleh melalui rekening 

tingkat desa, pendapatan tunai ini adalah hak desa dalam 1 ( satu ) tahun anggaran 

dan tidak perlu di kembali oleh desa. Pendapatan desa diklasifikasi menurut 

kelompok dan jenisnya:  

1) Pendapatan Asli Desa (PADesa)  

2) Pendapatan Transfer Desa, dan  

3) Pendapatan Resmi lainnya  

2. Belanja Desa  

 Pengeluaran desa mencakup semua pengeluaran yang ada direkening desa, 

yang merupakan hutang desa dalam 1(satu) tahun anggaran, dan desa tidak akan 

mengembalikannya. Lembaga tingkat desa berdasarkan konteks dan klasifikasi 

menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. Pengelompokkan belanja menurut 

kelompok, kegiatan, dan jenis. Pengelompokkan belanja menurut  jenisnya 

meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal. 
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 Berdasarkan  “ Pasal 1 PP  Nomor 43 Tahun 2014 : pengeluaran untuk  

pegawai dianggarkan untuk pengeluaran pendapatan  tetap dan tunjangan bagi 

Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD termasuk pengaturan 

pekerjaan  yang dibayar setiap bulan: “  Biaya Barang dan jasa  yang terkait 

dengan pembelian /perolehan barang dengan masa manfaat kurang dari 12 (dua 

belas)  bulan dan beban modal digunakan untuk biaya berkaian dengan pembelian 

atau bangunan yang diperkirakan keuntungannya lebih dari 12 (dua belas )  bulan  

telah dihabiskan untuk memenuhi tugas pemerintahan desa”. 

3. Pembiayaan desa  

Meliputi semua pendapatan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan  dipulihkan pada tahun fiskal yang relevan dan tahun-

tahun fiskal berikutnya. Pembiayaan desa mencakup penerimaan pembiayaan 

yang diklasifikasifikasi menurut kelompok dan jenis: 

1) Penerimaan pembiayaan meliputi: perhitungan sisa anggaran (SILPA) 

untuk tahun sebelumnya SILPA yang meliputi pengeluaran yang melebihi 

pendapatan, pengeluaran surplus dan sisa dana untuk kegiatan selanjutnya. 

SILPA adalah tanda terima pembiayaan yang digunakan untuk menutupi 

defisit  anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi 

belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan. 

2) Pencarian dana dan cadangan digunakan untuk menganggarkan belanja 

dana cadangan dari rekening dana cadangan kerekening fiskal  tingkat 

desa pada tahun anggaran. 
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3) Pengeluaran pembiayaan meliputi : pembentukan dana cadangan untuk 

mendanai kegiatan yang tidak dapat dibayar penuh dalam satu tahun 

anggaran. Pembentukan  dana diatur dalam oleh peraturan perundang-

undangan pedesaan.pembentukan dan cadangan dapat diperoleh dari data 

yang disediakan oleh pendapatan desa, hanya saja penggunaan pendapatan 

tersebut ditentukan secara khusus sesuai dengan peraturan perundang-

undangan 

2.1.3.5. Pengertian Akuntansi Keuangan Desa  

Akuntansi merupakan suatu kegiatan dalam mencatat data keuangan 

sehingga menjadi sebuah informasi yang berguna bagi pemakainya. Ikatan 

Akuntan Indonesia 2015. “Akuntansi desa adalah hak dan kewajiban desa yang 

dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk uang dan barang yang berkaitan 

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa” 

 Sujarweni 2019 menyatakan  bahwa : “ akuntansi desa adalah pencatatan 

dari proses transaksi yang terjadi di desa, yang dibuktikan dengan nota-nota 

kemudian dilakukan pencatatan dan laporan keuangan sehinnga menghasilkan 

informasi berupa  laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang 

berhubungan dengan desa“. 

 Prajoko 2016.” Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang 

bernilai uang dan segala sesuatu  yang berupa uang dan barang yang berkaitan 

dengan pelaksanaan  hak dan kewajiban desa 
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2.1.3.6  Pengguna Akuntansi Keuangan Desa   

 Menurut Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa  dalam IAI-KASP 

2015  pihak-pihak yang membutuhkan dan senantiasa menggunakan informasi 

akuntansi adalah : 

1. Pihak internal  

Pihak internal adalah pihak yang berada didalam  struktur organisasi 

desa.yaitu kepala desa, sekretaris desa, bendahara, dan kepala 

urusan/kepala seksi. 

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  

Yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan APBDesa. 

3. Pemerintah  

Dalam hal ini baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah 

kabupaten/kota mengingat bahwa anggaran Desa  berasal dari APBN dan 

APBD melalui transfer, bagi hasil, dan bantuan keuangan 

2.1.3.7. Siklus Akuntansi Keuangan Desa   

Ikatan Akuntan Indonesia – Kompartemen Akuntansi Sektor Publik  

(2015) mengemukakan :” tahapan siklus akuntansi desa adalah siklus akuntansi 

merupakan  gambaran tahapan kegiatan,  pengikhtisaran, dan pelaporan yang 

dimulai saat terjadi sebuah transaksi “.yaitu tahap pencatatan,tahap  

pengikhtisaran,tahap penggolongan, tahap pelapoan,  
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Gambar 2.1 

Siklus akuntansi keuangan desa  

  

 

 

 

1. Tahap pencatatan  

Langkah ini merupakan  langkah awal dari siklus akuntansi. Berawal dari 

bukti- bukti transaksi, selanjutnya dilakukan pencatatan ke dalam buku besar 

yang sesuai.  

2. Tahap penggolongan  

Tahap selanjutnya setelah  dilakukan  pencatatan berdasarkan bukti transaksi 

adalah tahap penggolongan. Tahap penggolongan merupakan tahap 

mengelompokkan catatan bukti transaksi kedalam kelompok buku besar 

berdasarkan nama akun dan  saldo-saldo yang telah dicatat dan dinilai dalam 

kelompok debit dan kredit. 

3. Tahap pengikhtisaran  

Pada tahap ini, dilakukan pembuatan neraca saldo dan kertas kerja. Laporan 

kekayaan milik  desa berisi saldo akhir akun –akun  yang telah dicatat di buku 

besar utama dan buku besar pembantu. Laporan kekayaan desa dapat 

digunakan untuk memeriksa apakah rekening debet dan kredit di suatu desa 

sama atau seimbang. Oleh karena itu, saldo debet dan kredit pada laporan 

kekayaan  desa harus diperiksa dari waktu ke waktu untuk menghindari 

Penggolongan pencatatan 

Pengikhitisaran Pelaporan 
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pencatatan yang salah. Oleh karena itu, bukti ini tidak menunjukkan bahwa 

pencatatan itu dibuat dengan benar. 

4. Tahap pelaporan  

Tahap ini merupakan langkah  terakhir dalam siklus akuntansi. Kegiatan 

dilakukan pada tahap ini : 

a) Menyusun laporan pertanggungjawaban  pelaksanaan APBDesa. 

Laporan ini mencakup total pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran, 

dan pendanaan  pemerintah desa yang  relevan  untuk tahun anggaran 

tertentu. 

b) Laporan kekayaan milik desa. Laporan ini mencakup posisi asset 

lancar, asset tidak lancar dan kewajiban pemerintah yang diperoleh 

desa per 31 desember tahun tertentu.  

2.1.3.8 Pengelolaan Keuangan Desa  

 Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pengelolaan keuangan 

desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban, yang dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1. Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan 

penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran 

berkenan yang dianggarkan dalam APBDesa. 

2. Pelaksanaan  

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan 

pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekenimg kas desa pada bank 

yang ditunjuk Bupati/ Walikota. 
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3  Penatausahaan  

 Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana 

fungsi kebendaharaan, penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap 

penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. 

4 Pelaporan  

 Kepala desa menyampaikan laporan pelaksana APBDesa semester pertama 

kepada bupati/walikota melalui camat. 

5 Pertanggungjawaban  

 Kepala desa meyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa 

kepada Bupati/walikota melalui camat. Laporan pertanggungjawaban 

merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir 

tahun anggran.  

Menurut IAI KASP  2015  Pengelolaan keuangan desa meliputi : 

peencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban 

yang dpat dijelaskan sebagai berikut  

1. Perencanaan   

Pemerintah desa membuat rencana pembangunan desa sesuai dengan 

kompetensinya, yang terkait dengan rencana  pembangunan kabupaten dan 

kota.Rencana pembangunan desa disusun untuk memastikan keselarasan dan 

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. 

2. Pelaksanaan  

Pelaksanan pengelolaan keuangan desa adalah  semua pemasukan dan 

pengeluaran desa dilakukan melalui rekening kas desa. 
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3. Penatausahaan  

Bendahara desa wajib mencatat semua  penerimaan dan pengeluaran serta 

menutup pembukua setiap akhir bulan dengan  tertib. Penatausahaan 

penerimaan dan pengeluaran dilakukan menggunakan : buku kas umum, buku 

kas pembantu pajak, dan buku bank. 

4. Pelaporan  

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada 

Bupati/Walikota yang meliputi: laporan semester pertama, sebagai  laporan 

realisasi pelaksanaan semester I, dan laporan  akhir tahun, berupa laporan 

realisasi pelaksanaan APBDesa semester terakhir. 

5. Laporan pertanggungjawaban  

Kepala desa menyampaikan kepada bupati /walikota setiap akhir tahun 

anggaran yang meliputi : laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

APBDesa tahun anggaran berkenan, laporan kekayaan  desa paling lambat 

tanggal 31 desember  tahun anggaran berkenan serta laporan program 

pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa. 

2.1.3.9. Asas Pengelolaan Keuangan Desa   

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik administrasi  yang baik asas 

pengelolaan keuangan desa bersifat transparan,akuntabel, partisipatif  dan 

dilaksanakan secara  terib dan disiplin anggaran ( permendagri Nomor 113 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ). 

1. Transparan 
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Menurut nordiawan (2006) transparan memberikan informasi keuangan 

yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan 

bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan 

menyuluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan 

sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada 

peraturan perundang-undangan. 

2. Akuntabel 

Yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan 

pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksana kebijakan yang 

dipercayakan dalam  rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas 

akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan penyelelenggaraan 

pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

3. Partisipatif 

Partisipatif adalah asas bahwa setiap warga desa pada desa yang 

bersangkutan berhak untuk ikut serta dalam segala keputusan tentang 

segala  kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana 

mereka tinggal. 

4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus 

mengacu pada aturan atau kebijakan  yang mendukung.. 
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2.1.4  Laporan Keuangan Desa  

2.1.4.1 Pengertian Laporan Keuangan Desa  

 Pengertian laporan keuangan Menurut Ikatan akuntansi indonesia (2015): 

laporan keuangan adalah bagian dari proses akuntansi dan laporan keuangan 

adalah  penyajian terstruktur dari posisi keuangan  dan kinerja keuangan suatu 

entitas. Laporan keuangan  biasanya mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan 

perubahan neraca  (yang dapat disajikan  dalam berbagai  laporan bentuk seperti, 

arus kas atau laporan arus dana ), catatan dan laporan lain serta dokumen 

pendukung, merupakan bagian yang  tidak terpisahkan  dari laporan keuangan. 

Seperti  halnya dengan pemerintah daerah, desa juga wajib melengkapi  laporan 

keuangan desa sebagai bentuk pertanggungjawaban  dana desa yang dialokasikan. 

pelaporan keuangan desa berbeda dengan pelaporan keuangan sektor publik dan 

pelaporan keuangan pemerintah. 

 Dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2007 pasal 1  

Mengatur  bahwa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiaban dalam  

penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk 

meliputi  segala bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban desa 

tersebut. Laporan keuangan desa, baik yang menggambarkan posisi keuangan 

yang sehat maupun tidak, merupakan hasil akhir dari kegiatan usaha yang 

dilakukan dan dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi pihak internal 

maupun  eksternal. 

 Berdasarkan format yang terdapat pada lampiran peraturan menteri dalam 

negeri republik indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan 
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desa, laporan keuangan yang disusun lebih sederhana daripada laporan keuangan 

sektor publik dan pemerintahan yang lain. 

 Dasar penyajian laporan keuangan desa adalah berdasarkan harga 

perolehan sesuai basis kas. Artinya pendapatan dicatat pada saat kas diterima 

dibank atau kas dan belanja diatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat 

definitive. 

2.1.4.2  Penyusunan Laporan Keuangan Desa  

Menurut V. Wiratna Sujawerni (2019:23) langkah-langkah penyusunan 

laporan keuangan pedesaan adalah sebagai berikut:  

1. rencana berdasarkan  visi dan tugas yang termasuk dalam  anggaran . 

2. Anggaran yang disiapkan meliputi akun  pendapatan, pengeluaran, dan 

pendanaan. Setelah angaran disetujui maka perlu dilaksanakan. 

3. Dalam pelaksanaan anggaran transaksi harus dicatat secara lengkap dalam 

bentuk  buku besar, buku kas pembantu, buuku bank, buku pajak, buku 

inventaris dan harus dikumpulkan bukti transaksi. 

4. Untuk memperoleh informasi tentang posisi keuangan, kemudian 

berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah Neraca 

berfungsi  untuk mengetahui kekayaan/posisi keuangan desa. 

5. Selain menghasilkan neraca bentuk pertanggungjawaban pemakaian 

anggaran dibuatlah laporan realisasi anggaran desa. 

Menurut IA1-KASP (2015:40), Dalam penyussunan laporan keuangan 

desa terbagi menjadi dua bagian, yaitu :  

a.  Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Anggaran  (APBDesa)  



24 

 

 
 

Menyajikan terkait realisasi pendapatan,belanja, dan pembiayaan yang 

terealisasi oleh pemerintahan desa dibandingkan dengan anggarannya 

sesuai dengan APBDesa atau APBDesa perubahan untuk satu tahum 

anggaran tertentu. 

b.  Laporan kekayaan milik desa  

Menyajikan kepemilikan asset desa yang pada dasarnya adalah 

perselisihan antara asset dan total hutang desa per 31 desember. 

Dalam badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) 2015, 

dalam “ pedoman pengelolaan Keuangan Desa dan pedoman 

pelaksanaan Konsultasi “ diatur bahwa laporan keuangan yang harus 

disusun oleh pemerintahan desa meliputi : 

1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa 

Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan  kepada 

bupati/walikota oleh camat, terdiri atas: laporan tersebut meliputi 

laporan semester pertama,  disampaikan pada akhir bulan juli tahun 

berjalan, dan tengah tahun pada akhir tahun, disampaikan paling lambat 

pada akhir bulan  januari tahun berikutnya. Laporan Realisasi 

pelaksanaaan APBDesa semester I menjelaskan penerimaan, 

membandingkan semester I dengan target dan anggaran,sedangkan 

Laporan Pelaksanaan APBDesa semester  terakhir  menjelaskan 

penerimaan terhadap target  belanja dan pendanaan.Pada akhir tahun 

anggaran. 
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2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa  

disampaikan kepada bupati/walikota melalui kecamatan ini untuk 

direalisasikan pelaksanaan APBDesa pada akhir tahun anggaran, termasuk 

pendapatan,belanja, dan pembiayaan yang diisyaratkan oleh peraturan 

desa.  Setelah pemerintah desa dan BPD mencapai laporan 

pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDesa maka perdes 

tersebut disampaikan kepada kepada bupati/walikota sebagai bagian tidak 

terpisahkan dari laporan pengelolaan desa.  Sebagaimana tertuang dalam 

pasal 41 Permendagri 113/2014, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 

anggaran dalam waktu 1 bulan setelah tahun anggaran berjalan. 

3. Laporan realisasi penggunaan dana desa  

Laporan realisasi penggunaan dana desa disampaikan. Paling lambat pada 

minggu ke-4 bulan Juli tahun anggaran berjalan untuk semester pertama. 

Sejak semester kedua dan seterusnya, selambat-lambatnya pada minggu 

ke-4 bulan Januari tahun anggaran berikutnya. 

Sujarweni (2019:24-26) mengemukakan komponen laporan kuangan desa 

adalah sebagai berikut : 

Peraturan desa terkait anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) 

Anggaran desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang  

dibahas dan disetujui bersama pmerintah desa dan badan penasihat   desa, 

dan di sahkan melalui peraturan desa yang ditetapkan. Anggaran disusun 

minimal setahun sekali. 
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1) Buku kas umum  

Buku kas umum digunakan sebagai hasil pencatatan bendahara untuk 

menginformasikan aliran masuk dan keluar kas, baik secara tunai maupun 

kredit, digunakan untuk mencatat  mutasi  perbankan atau kesalahan dalam 

pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen 

transaksi. 

Tabel  2.1 buku kas umum 

No Tanggal  Uraian  Penerimaan Pengeluaran Saldo 

(Rp) (Rp) 

       

      

      

      

 

2) Buku kas harian pembantu  

Buku kas harian pembantu adalah buku yang digunakan  untuk mencatat 

pengeluaran dan pemasukan yang berhubungan dengan kas saja. 

    Tabel   2.2 Buku Kas Harian Pembantu 

Tanggal  Nomor 

Bukti  

Uraian  Penerimaan Pengeluaran Saldo 

(Rp) (Rp) 
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3) Buku bank 

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka  

penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank. 

 

Tabel  2.3 Buku Bank 

Tanggal  Nomor 

Bukti  

Uraian  Penerimaan Pengeluaran Saldo 

(Rp) (Rp) 

      

      

      

       

 

4) Buku pajak  

Buku pajak  digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka 

penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.  

Tabel   2.4 Buku pajak  

Tanggal  Nomor 

Buku 

Uraian  Pemotongan  

 

Penyetoran  

 

Saldo 

      

      

      

 

5) Buku investaris desa  
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Buku inventaris desa digunakan untuk membantu  buku kas umum, dalam 

mencatat barang-barang yang dimiliki desa. 

 

Tabel   2.5  Buku inventarisa desa  

No  Tanggal  Jenis barang  Jumlah barang  Rp Saldo  

Satuan  Jumlah   

       

        

       

       

 

6)  Buku persediaan  

 Buku prsediaan adalah  buku yang  mencatat aliran persediaan bahan-

bahan yang habis pakai yang masuk dan digunakan untuk desa yang berasal baik 

dari pembelian dan pemberian. 

Tabel  2.6  Buku persediaan  

No Tanggal Uraian Debet Kredit Saldo 

        

      

      

      

  

7) Buku modal  
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 Buku modal/ekuitas dana adalah buku yang digunakan untuk mencatat 

dana-dana dan hibah yang mengalir ke desa. 

Tabel   2.7  Buku modal   

No Tanggal Uraian Rp 

    

    

    

    

 

8) Buku piutang  

 Buku piutang  adalah buku yang digunakan untuk mencatat piutang desa. 

Piutang adalah harta desa  yang  timbul  karena terjadinya transaksi  

penjualan/sewa menyewa yang pembayarannya dilakukan secara kredit oleh 

perseorangan / badan usaha. 

Tabel  2.8  Buku piutang  

No Tanggal Uraian Debet Kredit Saldo 

        

      

      

      

 

9) Buku hutang atau kewajiban  
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 Buku hutang/kewajiban adalah buku yang digunakan untuk mencatat 

hutang atau kewajiban desa. 

 

Tabel   2.9  Buku hutang  atau kewajiban  

No Tanggal Uraian Debet Kredit Saldo 

        

      

      

      

 

10)  Neraca  

Neraca adalah catatan yang menyajikan  posisi keuangan desa dalam  satu 

periode tertentu. Neraca menggambarkan  posisi keuangan desa mengenai aktiva, 

kewajiban, dan modal dana dalam satu periode. Pos-pos dalam neraca terbentuk 

dari transaksi-transaksi yang terjadi didesa.  

Tabel   2.10 Neraca  

Nama Akun  Rp 

  

  

  

  

 

2.1.5.    Penelitian Terdahulu  
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 Adapun penlitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya sangatlah 

penting, karena pnelitian terdahulu dari analisis penerapan akuntansi keuangan 

desa pada pemerintah desa otiola kecamatan  ponelo kepulauan kabupaten 

gorontalo utara. 

Tabel 2.11 

NO Nama Penelitian Dan 

Tahun 

Judul Penlitian Hasil Penelitian 

1 Dian & Rezeki (2022) Analisis pnerapan 

akuntansi di 

pemerintahan desa 

sukamaju kecamatan 

hilir  

Hasil penelitian 

adalah penerapan 

akuntansi keuangan 

desa sukamaju 

kecamatan singingi 

hilir belum sesuai 

dengan prinsip 

akuntansi berterima 

umum. 

2 Windi rahmadani 

(2022) 

Analisis pnerapan 

akuntansi pada desa 

trantang kecamatan 

tambang kabupaten 

Kampar  

Hasil penelitian 

adalah pnerapan 

akuntansi keuangan 

pada pemerintah desa 

bleum sepenuhnya 

sesuai dengan prinsip 

prinsip akuntansi 

brterima umum  

3 Windi andesma dewi 

(2021) 

Analisis penerapan 

akuntansi kuangan 

pada desa pealing 

kecamatan batang 

cenaku  

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

laporan pengelolaan 

keuangan desa sudah 

memenuhi standar 

pencatatan keuangan 

desa seprti yang 

tercatum dalam 

laporan APBDesa, 

selain itu penjabaran 

laporan keuangan 

desa juga mmberikan 

informasi terkait hasil 
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dari penggangaran 

sebagai bagian 

akuntansi desa. 

4 Resti oktavia (2020) Analisis penerapan 

Akuntansi keuangan 

pada pemerinah desa 

rawang bonto 

kecamatan kuantan   

Hasil penelitian 

mnunjukkan bahwa 

pemerintahan desa 

rawang bonto ini 

tidak mlakukan 

penyusutan asset 

tetap. Penerapan 

akuntansi keuangan 

pada pemerintah 

sepenuhnya belum 

sesuai dengan prinsip 

akuntansi brterima 

umum. 

5 Selly &  dian putra  Analisis penerapan 

akuntansi dana desa 

pada desa serumpun 

jaya kecamatan pasir 

penyu 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

penerapan akuntansi 

dana desa pada desa 

serumpun jaya dalam 

penerapan akuntansi 

belum diterapkan 

secara keseluruhan 

dan belum 

sepenuhnya sesuai 

dengan prinsip 

akuntansi berterima 

umum  

2.2.     Kerangka Pemikiran  

 Peneliti diharapkam  mampu menjelaskan penerapan akuntansi keuangan 

desa pada pemerintah desa otiola kecamatan ponelo kepulauan. Adapun tujuan 

dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana  bentuk  penerapan akuntansi 

keuangan desa berdasarkan  permendagri No 20 Tahun 2018   

 Penelitian ini menganalisis Pengelolaan keuangan desa ini berdasarkan 

permendagri No 20 tahun 2018 dengan mengacu pada pengelolaan keuangan desa. 

Pengelolaan keuangan desa yang akan digunakan yaitu: Perencanaan, pelaksanaan 
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penatausahaan, yang terdiri dari buku kas umum, buku pembantu bank, dan buku 

pembanttu panjar, Pelaporan yang terdiri dari: Laporan pelaksanaan APBDesa,dan 

laporan realisasi kegiatan. Serta pertangung jawaban, yang terdiri dari laporan 

realisasi APBDesa, dan catatan atas laporan keuangan.Guna untuk menghasilkan 

laporan keuangan yang baik. 

 Peneliti menggunakan  teknik pengumpulan data dengan pendekatan studi 

kasus yaitu dengn cara observasi parisipasi, wawancara mendalam dan 

dokumentasi,  Analisis studi kasus yang harus terinci.. 

 Peneliti melakukan  analisis dan deskripsi , serta melakukan pengecekan 

keabsahan data untuk mengetahui apakah data yang dianalisis data tersebut benar 

atau tidak. Data/informasi  yang diperoleh dari para informan. 

  Dari uraian diatas maka penulis mengembangkan suatu kerangka 

pemikran tentang “ analisis pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa 

otiola kecamatan ponelo kepulauan  
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Gambar 2.2 

Kerangka pemikiran  
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BAB  III 

OBJEK  DAN METODE PENELITIAN 

1.1 Objek Penelitian 

Sebagaimana telah di jelaskan pada bab sebelumnya, maka yang menjadi 

objek dalam penilitian adalah menganalisis penerapan akuntansi keuangan pada 

pemerintah desa otiola kecamatan ponelo kepulauan kabupaten gorontalo utara.     

1.2 Metode Penelitian   

1.2.1 Metode Yang Digunakan 

Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Kualitatif, 

dimana Creswell (2016) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai sebagai 

suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu 

gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut, peneliti mewawancarai 

peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan 

agak luas. Sedangkan menurut Sugiyono (2022), Metode Penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, 

dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Adapun menurut Raco (2018:7) 

menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah pendekatan atau 

penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral yang 

memperlakukan partisipan benar-benar sebagai subjek dan bukan objek. Dan 

metode deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang 

berlangsung, bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang terjadi sebagaimana 

mestinya pada saat penelitian. 
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Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan penelitian 

Studi Kasus, dimana penelitian studi kasus menurut Creswell (2022:23) 

merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara 

cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. 

Studi kasus adalah dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam 

terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu atau lebih orang. 

Suatu kasus terikat oleh waktu dan aktivitas dan peneliti melakukan 

pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur 

pengumpulan data dan dalam waktu yang berkesinambungan (Sugiyono, 

2016:17). 

3.2.2. Operasionalisasi Variabel Penelitian 

Perlu ada pendefinisian terhadap variabel yang diteliti dalam bentuk 

rumusan yang lebih operasional, sehingga dapat dihindari interpretasi lain yang 

dimaksudkan. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran data 

analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Pemerintah Desa Otiola Kecamatan 

Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara. 

Tabel 3.1 operasional variabel  

Variabel Dimensi Indikator  

 

 

 

 

 

Permendagri No 

 20 tahun 2018 

1. Perencanaan  

 

Rancangan RPJM dan 

rancangan peraturan desa. 

 2. pelaksanaan  1.Rencana Kegiatan Dan 

Anggaran Desa  

2.Rencana Kerja Kegiatan 

Dan  

3.Rencana Anggaran 

Biaya   

3. penatausahaan  Buku Kas umum, buku 

pembantu bank, buku 
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pembantu pajak, dan buku 

pembantu panjar  

  

 4 pelaporan  Laporan pelaksanan 

APBDesa, dan laporan 

 realisasi kegiatan  

 

 

 

5 pertanggungjawaban Laporan realisasi 

APBDesa dan catatan atas 

laporan keuangan. 

3.2.3. Informan Penelitian  

Dalam penelitian kualitatif, sampel disebut sebagai informan bukan 

responden.Informan penelitian adalah narasumber  yang merujuk pada seseorang 

yang paham terkait dengan objek penelitian serta mampu memberikan 

penjabaran tentang topik penelitian yang dingkat (Sugiyono, 2010). Pemilihan  

informan untuk  memperoleh  data,  dipilih dengan menggunakan teknik 

snowballing   sampling.  Berdasarkan   desain penelitian, subjek penelitian 

ini adalah semua unsur yang berperan sebagai  aktor, sehingga dalam penelitian 

ini peneliti berhubungan dengan beberapa informan, baik informan kunci 

maupun informan pendukung. 

 Keseluruhan informan adalah orang-orang     yang memahami  berbagai  

aspek   yang terkait   dengan masalah penelitian.Dalam penelitian kualitatif 

tidakd  mempersoalkan jumlah informan, hal ini didasarkan pada pertimbangan 

bahwa jika sudah tidak lagi ditemukan variasi informasi atau sudah sampai pada 

taraf jenuh (redudancy), maka peneliti tidak perlu lagi mencari informan baru. 

Adapun informan penelitian pada Kantor Desa Otiola Kecamatan Ponelo 

Kepulauan  Kabupaten Gorontalo Utara Adalah 
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 Tabel 3.2 Jumlah Informan 

NO NAMA JABATAN 

1 Darson ismail  KEPALA DESA OTIOLA  

2 Irmawati Akuba  SEKRETARIS DESA  

3 Elfi Pangulu  KAUR KEUANGAN 

4 Ariska Lamato SEKRETARIS BPD  

3.2.4  Jenis dan Sumber  Data 

Untuk kepentingan penelitian ini, jenis dan sumber data perlu di 

kelompokkan ke dalam dua golongan yaitu: 

Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1) Data kualitatif adalah data yang bukan merupakan bilangan tetapi berupa 

ciri-ciri, sifat-sifat, keadaan atau gambaran suatu objek. Dalam penelitian 

ini data kualitatif adalah hasil wawancara mendalam. 

2) Data Kuantitatif adalah data berupa bilangan yang nilainya berubah-ubah 

atau bersifat variatif. Dalam penelitian ini data kuantitatif adalah jumlah 

perhitungan anggaran dana desa. 

1. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1) Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 

wawancara mendalam  kepada informan. 

2) Data sekunder rmerupakan data yang sudah tersedia sebelumnya, 

diperoleh dari buku-buku, artikel, dan tulisan ilmiah. 
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3.2.5  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pendekatan studi kasus pada penelitian kualitatif 

ini dilakukan dengan cara yaitu observasi partisipasi (participant observation), 

wawancara mendalam (in-depth interview), dan dokumentasi (documentation) 

Sebagaimana dijelaskan berikut ini: 

1. Observasi partisipasi ditujukan untuk mengamati, mengikuti, atau terlibat 

secara langsung terhadap berbagai perilaku, tindakan, atau perbuatan yang 

difenomenakan oleh para individu (subjek/informan) dalam lingkungan 

etnisnya 

2. Wawancara Mendalam rnerupakan proses untuk mendapatkan penjelasan 

sesuai dengan tujuan penelitian melalui tanya jawab secara langsung. Seorang 

peneliti akan mengetahui hal-hal secara lebih mendalam tentang partisipan 

dalam menginterpretasikan situasi yang terjadi dan hal ini tidak bisa 

ditemukan melalui pengamatan. Bahan utama wawancara adalah berbagai 

temuan informasi/data penelitian dari hasil catatan observasi partisipasi 

terhadap informan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

3. Teknik pengumpulan data dokumentasi adalah dengan menelusuri historis 

yang dimiliki oleh informan penelitian. Bagi sebagian besar tradisi penelitian 

kualitatif, dokumen  pribadi  yang digunakan secara luas mengacu pada setiap 

narasi orang pertama yang dihasilkan oleh seorang individu dalam 

mendeskripsikan tindakannya sendiri, pengalaman dan keyakinan 
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3.2.6 Teknik Analisis Data 

Menurut Creswell, analisis data pada studi kasus harus dirinci beserta 

setting atau latar belakangnya. Apabila sebuah  kasus menampilkan  kronologis 

suatu peristiwa, maka analisisnya  akan memerlukan banyak sumber data untuk 

menentukan bukti pada setiap fase dalam evolusi kasusnya. Sedangkan menurut 

Stake (dalamWahyuningsih, 2013:6) mengungkapkan empat bentuk analisis data 

dan interpretasinya yang dapat digunakan dalam penelitian studi kasus, yakni 

sebagai berikut. 

1. pengumpulan kategori, peneliti mencari suatu kumpulan dari contoh-contoh k 

data serta berharap menemukan  makna  yang  relevan dengan isu-isu yang 

akan  muncul. 

2. Interpretasi langsung, peneliti studi kasus melihat pada satu  contoh serta 

menarik makna darinya tanpa mencari banyak contoh. Hal  ini merupakan 

suatu proses dalam menarik data secara terpisah dan menempatkannya 

kembali secara bersama-sama agar lebih bermakna. 

3. Peneliti membentuk pola dan mencari kesepadanan antara dua atau lebih 

kategori. Kesepadanan ini dapat dilakukan melalui tabel yang menunjukkan 

hubungan antara dua kategori. 

4. Pada akhirnya, peneliti mengembangkan generalisasi naturalistik melalui 

analisa data, generalisasi ini diambil melalui orang-orang  yang dapat belajar 

dari suatu kasus  kasus, apakah kasus mereka sendiri atau menerapkannya 

pada  populasi kasus. 
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 Sedangkan, menurut Yin (dalamWahyuningsih, 2013, hlm. 7) membagi 

tiga teknik analisis untuk studi kasus, yakni: 

1. Penjodohan  pola adalah  penggunaan logika penjodohan pola. Logika seperti 

ini membandingkan pola didasarkan atas  data empirik dengan pola yang 

diprediksikan (atau dengan beberapa prediksi alternatif). Jika kedua pola ini ad 

persamaan, hasilnya dapat memperkuat validitas internal dari  studi kasus yang 

bersangkutan. 

2. Pembuatan eksplanasi yang bertujuan  untuk menganalisis data studi kasus 

dengan cara membuat eksplanasi teentang kasus yang bersangkutan. 

3. Analisis deret waktu,yang banyak digunakan untuk studi dengan menggunakan 

pendekatan eksperimental  dan semi empiris. 

3.2.7   Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan hal yang 

sangat penting guna mempertanggungjawabkan keseluruhan data yang sudah 

diperoleh. Saat peneliti melakukan analisis dan deskripsi hasil wawancara secara 

rinci tersebut, peneliti secara simultan dan inheren juga melakukan pengecekan 

keabsahan data. Maksudnya peneliti melakukan analisis dan deskripsi, serta 

sekaligus melakukan pengecekan keabsahan data untuk mengetahui apakah data 

yang dianalisis tersebut benar atau tidak, valid atau tidak, informasinya benar atau 

tidak. Dengan kata lain, peneliti perlu mempertanyakan keabsahan dan kebenaran 

data/informasi yang diperoleh dari para informan penelitian sampai saat peneliti 

menulis laporan akhir penelitian terutama pada data/informasi yang dianggap 

meragukan peneliti.  
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Pengecekan keabsahan data penelitian ini mengacu pada standar/kriteria 

dari Lincoln dan Guba (1995), yaituStandar Kredibilitas (Credibility) merupakan 

standar yang digunakan peneliti sebagai upaya agar hasil wawancara yang 

bersumber dari data/informasi para informan kunci yang memiliki kepercayaan 

tinggi sesuai dengan fakta yang sesungguhnya yang ada di lapangan. Standar 

kredibilitasnya antara lain: 

a. Melakukan triangulasi 

Triangulasi  adalah suatu tehnik yang bertujuan untuk menjaga 

keobjektifan dan keabsahan data dengan cara membandingkan informasi data 

yang diperoleh dari beberapa sumber sehingga data yang diperoleh adalah data 

yang absah. Triangulasi digunakan sebagai gabungan berbagai metode yang 

dipakai untuk mengkaji suatu hal yang saling berkaitan dari sudut pandang dan 

perspektif yang berbeda. Menurutnya triangulasi terdiri dari empat hal yaitu: 

Triangulasi  Sumber data: Triangulasi ini menggali kebenaran informasi tertentu 

melalui berbagai metode dan sumber perolehan data.Triangulasi Teori: Yaitu hasil 

akhir penlitian kualitatif berupa sebuan rumusan informasi. Dimana informasi 

tersebut kemudian dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk 

menghindari hasil yang tidak sesuai dengan kesimpulan yang dihasilkan 

b. Melakukan member check, adalah suatu upaya mengecek dan mendiskusikan 

temuan penelitian antara peneliti dengan informan kunci. Hal ini bertujuan 

untuk mendapatkan pengertian dan kesimpulan yang tepat, serta melihat 

berbagai kekurangan yang ada untuk dimantapkan. 
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c. Melakukan ketekunan pengamatan, adalah suatu upaya melakukan 

pengamatan secara tekun dan terarah sejalan dengan apa yang ada saat 

wawancara mendalam terutama mengamati kegiatan sehari-hari informan 

kunci. Hal ini bertujuan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam 

situasi yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti, sehingga 

penelusuran lebih dapat dipusatkan. 
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BAB  IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian  

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian dilakukan didesa  otiola kecamatan ponelo kepulauan 

Kabupaten Gorontalo Utara. Otiola merupakan sebuah  desa yang berada di 

kecamatan ponelo kepulauan, kabupaten gorontalo utara, dengan jumlah 

penduduk 832 jiwa. Yang terletak 22,7 Km dari ibu kota kabupaten dan 3,9 Km 

dari kota kecamatan. Dengan luas wilayah 164 Ha, dengan  batas-batas  wilayah  

yaitu: 

Sebelah Utara berbatasan dengan desa ponelo, Kecamatan Ponelo Kepulauan. 

Sebelah Selatan berbatasan dengan laut, Kecamatan Kwandang.  Sebelah Timur 

berbatasan dengan desa tihengo, Kecamatan Ponelo Kepulauan. Sebelah Barat 

berbatasan dengan desa dudepo, Kecamatan Anggrek. 

Visi Dan Misi Pemerintah Desa Otiola   

1. Visi desa otiola yaitu, mewujudkan masyarakat yang mandiri,berwibawa dan 

sejantera mengutamakan persatuan dan kesatuan 

2. Misi desa otiola  

 Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat  

 Menjalin kerja sama yang baik terhadap semua aparat  

 Terwujudnya aparatur pemerintahan desa yang berkualitas 
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Susunan struktur organisasi kantor desa otiola sebagai berikut: 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

 Struktur Organisasi Kantor Desa Otiola  
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Tugas  Perangkat Desa  

1. Kepala desa  

Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, 

melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 

pemberdayaan masyarakat desa. 

2. Badan permusyawaratan desa (BPD)  

BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 

anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan 

keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

3. Sekretaris desa  

Merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk 

mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa 

mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah 

desa. 

4. Kasi  pemerintahan  

Kasi pemerintahan adalah membantu kepala desa melaksanakan 

pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, 

pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan 

bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan 

produk hokum desa. 

5. Kasi kesejahteraan  

Kasi kesejahteraan adalah membantu kepala desa untuk mempersiapkan 

bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagaman, serta 
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melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan social 

kemasyarakatan. 

6. Kasi pembangunan  

Tugas kasi pembangunan adalah membantu kepala desa mempersiapkan 

bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat 

dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan 

pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan 

pelaksanaan tugas pembantuan. 

7 Tugas kaur keuangan  

Kaur keuangan adalah membantu sekretaris desa melaksanakan 

pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan 

penyusunan APBDesa serta laporan keuangan yang dibutuhkan desa. 

8 Pelaksana kewilayahan 

Tugas kepala dusun adalah membantu kepala desa melaksanakan tugas 

dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan 

ketentuan yang sudah ditetapkan. 

4.1.2 Hasil Wawancara  

Pengelolaan keuangan desa merupakan seluruh kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. 

Pelaksanaan keuangan desa  yang ditugaskan oleh pemerintah, dibiayai oleh 

APBN. Adapun pengelolaan dana desa yang dilakukan pemerintah desa otiola 

yaitu: 
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1.Perencanaan   

 Pada tahap perencanaan keuangan Desa Otiola, pemerintah desa menyusun 

rancangan RPJM  Desa  ( Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ), 

sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes ) tentang RPJM 

Desa yang kemudian disampaikan kepada Kepala Desa untuk dibicarakan dan 

disepakati bersama BPD ( Badan Permusyawaratan Desa ). 

 Perencanaan keuangan di desa otiola yag telah ditetapkan dalam RPJM 

Desa, kemudian dijabarkan dalam rencana kerja pembangunan desa ( RKPJ Desa) 

setelah mengadakan musyawarah terlebih dahulu. Rencana kerja pemerintah 

(RKPDesa) ini menjadi dasar untuk  menyusun perencanaan pengelolaan 

keuangan desa yang berupa Raperdes tentang APBDesa (Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Desa).  

 Terkait dengan proses perencanaan keuangan desa peneliti melakukan 

wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada informan yang terkait dengan 

perencanaan keuangan desa. Wawancara pertama peneliti  lakukan dengan kaur 

keuangan. Bagaimana proses perencanaan keuangan desa otiola ?   

 “dalam  proses perencanaan keuangan desa kami lakukan atas dasar kebutuhan 

masyarakat tentunya yang sudah tercatum dalam RPJM Desa” ( kaur keuangan 20 

maret 2023) 

 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan 

bahwa proses perencanan pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa membuat 

rencana pembangunan jangka menengah desa, selain itu perencanaan anggaran 

desa juga dilaksanakan sesuai kebutuhan yang diperlukan masyarakat. 
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   Peneliti bertanya kepada kepala desa dengan pertanyaan bagaimana 

prosedur perencanaan pemerintah desa otiola? 

“prosedur perencanaan itu kita menekankan dengan RPJM terus kita 

musyawarakan dengan BPD dan tokoh masyarakat tentunya melalui 

Musrenbangdes, mana yang perlu dibangun dulu,tetapi kami juga tidak bisa lari 

dari ketentuan pemerintah pusat untuk sebagian dana itu harus dialokasikan untuk 

penanganan covid terutama BLT” ( kepala desa otiola, 20 Maret 2023 ) 

   

 Berdasarkan hasil wawancara dengan  informan diatas dapat disimpulkan 

bahwa proses perencanaan pengelolaan keuangan desa otiola harus 

dimusyawarakan terebih dahulu dengan BPD dan tokoh masyarakat melalui 

musrenbangdes terkait apa yang perlu dibangun. 

 Dengan pertanyaan yang sama  sekretaris desa memberikan penjelasan 

bahwa : 

“untuk proses perencanaan ini dimusyawarakan melalui rencana kerja pemerintah 

desa (RKPdesa) Dan anggaran pendapaan belanja desa” ( sekretaris desa, 20 

Maret 2023) 

  

 Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris desa  diatas dapat 

disimpulkan bahwa proses perencanaan pengelolaan keungan desa otiola harus 

dimusyawarakan terlebih dahulu melalui rencana kerja pemerintah desa 

(RKPdesa) guna untuk memberdayakan masyarakat desa dalam rangka 

pembangunan desa. Peneliti bertanya kembali bagaimana dasar perencanaan 

anggaran desa ? 

“ bahwa dasar perencanaan anggaran desa diselenggarakan pada bidang 

pemerintahan desa, pembangunan desa” 

 

 Dasar acuan dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan 

oleh bidang pemerintahan desa dan bidang pembangunan desa pemberdayaan 
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masyarakat demi tercapainya perencanaan yang baik. bahwa perencanaan 

anggaran harus dimusyawarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang 

sudah tercatum dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJMDesa) 

untuk mencapai perencanaan yang baik. 

 Untuk lebih jelasnya peneliti melakukan wawancara dengan sekretaris 

BPD. Apakah pemerintah desa mengundang BPD untuk perencanaan keuangan 

desa? 

“untuk tahap perencanaan pemerintah desa memang dan harus mengundang BPD, 

dalam forum musrenbangdes disitu kita membahas perencanaan apa yang perlu 

dilaksanakan didesa dan apa yang perlu diperbaiki jadi setiap LPM, BPD, disitu 

masing-masing menyampaikan pendapat atau aspirasi dari masyarakat. Artinya 

apa keluhan masyarakat dan apa yg perlu dibangun”  ( sekretaris BPD, 03 April 

2023) 

  

 Berdasarkan penyampaian informan tersebut dapat dilihat bahwa 

pemerintah desa otiola dalam hal perencanaanya memang betul-betul melibatkan 

seluruh masyarakat, keikutsertaan masyarakat tersebut serta aspirasi yang 

disampaikan sangat penting guna untuk meningkatkan kebutuhan pembangunan 

yang ada didesa itu sendiri serta kebutuhan lainnya.  

2. proses pelaksanaan APBDesa 

 Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya 

timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan 

pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan 

melalui rekening kas desa. 

Pelaksanaan  keuangan desa otiola baik penerimaan dan pengeluaran 

sudah dilakukan penetapan RKPDesa. Sehubungan dengan eksekusi APBDesa 

meliputi pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Untuk 
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mengetahui pelaksanaan APBDesa dan pengalokasiaanya dapat dilihat dari 

wawancara dengan kaur keuangan. 

Dengan pertanyaan bagaimana proses pelaksanaan keuangan desa ? 

“ untuk proses pelaksanaan APBDesa itu dimulai dari pelaksanaan,  

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.” ( kaur keuangan 03 April 

2023) 

  

 Wawancara dengan informan tersebut dapat diketahui bahwa proses 

pelaksanaan APBDesa telah diatur sebaik mungkin agar pada saat pelaksanaan 

dan pengalokasian dana desa bisa berjalan sesuai dengan perencanaan dan 

penatausahaan yang telah ditentukan sehingga dapat dilaporkan dan 

dipertanggungjawabkan. Dengan pertanyaan yang sama   sekretaris desa 

memberikan tanggapan : 

“seluruh kegiatan yang ada di  desa ini dengan alokasi dana desa pada saat 

penetapan RKPdesa. Pelaksanaan APBDesa yang secara berkaitan dengan teknis 

pelaksanaan kegiatan selisih antara anggaran desa dan realisasi pembayaran 

pelaksanaan kegiatan APBDesa di desa ini”( sekretaris desa 03 april 2023 ) 

   

 Dengan tanggapan sekretaris desa tersebut dapat diketahui  bahwa proses 

Pelaksanaan APBDesa telah sesuai dengan alokasi dana desa yang pada saat 

ditetapkan RKPDesa, dimana seluruh kegiatan dilakukan oleh desa selalu 

berkaitan dengan anggaran dana desa yang telah direncanakan. 

3.  pentausahaan  

 penatausahaan pengelolaan keuangan desa merupakan aktivitas pencatatan 

setiap penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun anggaran. Pencatatan 

tersebut dilakukan didalam buku kas umum yang berfungsi untuk mencatat semua 

transaksi baik penerimaan baik penerimaan maupun pengeluaran yang bekaitan 

dengan kas.  
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 Untuk mengetahui proses penatausahaan peneliti mewawancarai kaur 

keuangan desa dengan pertanyaan apakah kaur keuangan melakukan pencatatan 

kedalam buku kas umum? 

“iya, penatausahaan keuangan desa saya mencatatnya ke dalam buku kas umum, 

baik transaksi penerimaan maupun pengeluaran yg berkaitan dengan kas”(kaur 

keuangan, 03 april 2023 ) 

 

 Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulakan bahwa penatausahaan 

keuangan desa dilakukan oleh kaur keuangan dengan mencatat ke dalam buku kas 

umum baik transaksi pengeluaran maupun penerimaan. 

  Kemudian peneliti bertanya lagi apakah penatausahaan dilakukan oleh 

kaur keuangan sebagai fungsi kebendahraan? 

 “ pentausahaan keuangan itu  tidak cuman t ma Epi yang bekeng, ti seki juga ba 

bantu bekeng karena ti Ma epi tidak tau menggunakan komputer dan untuk 

pencatatan kami tutup setiap akhir tahun” ( kaur keuangan 03 april 2023 ) 

  

 Penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa untuk proses penatausahaan 

keuangan tidak hanya dilakukan oleh kaur keuangan tetapi dibantu oleh sekretaris 

desa. Serta pencatatan penerimaan dan pengeluaran ditutup setiap akhir tahun. 

 Peneliti bertanya lagi bagaimana proses penatausahaan keuangan desa ? 

“untuk proses penatausahaan keuangan,Ti Ma epi selaku  pemegang kas desa 

harus melakukan penginputan terlebih dahulu untuk anggaran desa dan 

pengeluaran anggaran desa sebelum melakukan tutup buku laporan keuangan 

anggaran desa pada akhir tahun”( kaur keuangan 03 april 2023 ) 

  

 Dari hasil yang ungkapkan oleh informan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa proses penatausahaan dilakukan dengan cara penginputan pengeluaran dan 

penerimaan kas yang dilakukan oleh kaur keuangan selaku pemegang kas terkait 

pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh desa. Pencatatan harus dilakukan 
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dengan teliti dan benar agar saat pelaporan dan pertanggungjawaban desa dapat 

dipertanggungjawabkan. 

4 Pelaporan Keuangan Desa 

 pelaporan keuangan desa otiola  disampaikan oleh kepala desa melalui 

camat yang terdiri dari laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi 

kegiatan. Untuk mengetahui proses pelaporan keuangan desa wawancara dengan 

kaur keuangan bagaimana proses pelaporan keuangan desa ? 

“untuk pelaporan APBDesa kita buat sesuai dengan kegiatan yang 

terealisasi atas laporan dari tim pelaksana kegiatan” ( kaur keuangan, 03 april 

2023)  

 

Dapat  disimpulkan bahwa setiap kegiatan yng dilakukan oleh desa harus 

sesuai dengan catatan penginputan yang dilakukan oleh bendahara desa sehingga 

bisa dilaporkan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan atas realisasi 

anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan.  

Pertanyaan selanjutnya apakah pelaksanaan APBDesa sudah 

terkomputerisasi? 

“ iyaa, untuk pelaporan pelaksanaan APBDesa ini sudah terkomputerisasi 

sehingga seluruh laporan kegiatan yang sudah terealisasi tersusun sendiri dalam 

waktu penatausahaan”.(sekretaris desa, 03 april 2023 ) 

   

Dari hasil wawancara dengan informan tersebut dapat ketahui bahwa 

pelaporan pelaksanaan APBDesa mengenai kegiatan yang telah terealisasi telah 

tersusun secara otomatis pada saat penatausahaan sehingga pada saat akan 

dilaporkan dan dipertanggungjawabkan. Apakah pelaporan dilaporkan dalam 

siskeudes ? 

“untuk laporan pertanggungjawaban dilapor pada aplikasi siskeudes dan 

musyawarah laporan peranggungjawaban” 
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 Dapat disimpulkan bahwa yang diungkapkan oleh informan bahwa 

pelaporn APBDesa dimana laporan ini di input pada saat sekretaris  desa. 

Melakukan penginputan atas penerimaan dan pengeluaran kas desa terkait 

kegiatan yang dilakukan. 

5  Tahap Pertanggungjawaban  

  

 Pertanggungjawaban merupakan sebagai salah satu bentuk akuntabilitas 

kepada masyarakat dalam mengelola APBDesa. Sebagai salah satu bentuk  

kewajiban dari pemerintah desa. Untuk mengeahui  Proses pertanggungjawaban 

APBDesa dapat dilihat wawancara dengan kaur keuangan bagaimana 

pertangungjawaban keuangan desa? 

“laporan pertanggungjawaban itu kita sampaikan secara akuntabilitas dan secara 

transparansi kepada BPD dan tokoh masyarakat” ( kaur keuangan 03 april 2023 ) 

    

 Dapat disimpulkan bahwa laporan pertanggungjawaban APBDesa otiola 

disampaikan secara akuntabilitas dan transparansi kepada BPD dan tokoh 

masyarakat. Peraturan pemerintah No 47 tahun  2015 dan peraturan menteri dalam 

negeri No 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 37 hingga 

pasal 42 yang mengatur bagimana batas waktu pelaporan pertanggungjjawaban 

realisasi APBDesa yaitu pada bulan juli tahun pertama untuk laporan semester 

pertama,   dan paling lambat pada akhir bulan januari pada tahun berikutnya untuk 

lapoan semester akhir.  

Apakah pemerintah desa otiola setiap akhir tahun melakukan tutup buku? 

“tanggal 31 desember itu kita sudah tutup buku dan dilaporkan dua kali dalam 

setahun ” ( kaur keuangan 03 april 2023 ) 
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  Kemudian peneliti bertanya apakah terjadi keterlambatan dalam pelaporan 

pertanggungjawaban? 

“ kalau untuk keterlambatan kami memang sering terlambat dalam meyampaikan 

laporan pertanggungjawaban, dikarenakan dalam menyusun laporan 

pertanggungjawaban realisasi APBDesa itu yang lama disebabkan berkas 

transaksi dan SPJ kegiatan (kaur keuangan)” 

   

 Hal yang sama disampaikan oleh sekretaris desa, dengan pertanyaan yang sama  

 “karena memang inikan berkaitan dengan administrasi keuangan kadang-

kadang ada kekurangan tanggal, kekurangan kelengkapan, sejauh ini kita tentunys  

meningkatkan kinerja dari perangkat desa tentunya kedisiplinan dalam 

administrasi sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam laporan 

pertanggungjawaban” ( sekretaris desa 03 april 2023 ) 

 

 Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa kendala 

yang dihadapi pemerintah desa dalam menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban APBDesa berkas transaksi dan SPJ kurang di teliti dan 

pembangunan yang tidak tepat waku serta kedisiplinan aparatur desa hal ini 

diungkapkan oleh sekretaris desa. 

“memang salah satu kendala yang kita hadapi adalah kurangnya SDM yang 

memang masih rendah, di tambah perangkat desa seperti komputer yang kurang 

sehingga kita mengalami keterlambatan dalam pelaporan pertanggungjawaban 

kepada bupati/walikota ” ( sekretaris desa, 03 april 2023 ) 

 

 Dari hasil yang disampaikan informan dapat disimpulkan bahwa 

pemerintah desa otiola mengalami kendala dalam menyampaiakan laporan 

pertanggungjawaban APBDesa dikarenakan kurangnya sumber daya manusia 

yang belum mampu mengelola keuangan desa dengan baik sehingga terjadinya 

penundaan pelaporan APBDes semester berikutnya akibat dari keterlambatan 

pelaporan pertanggungjawaban APBDes hal ini menyebabkan terganggunya 

pembangunan. 
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 Peneliti bertanya apakah laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada 

masyarakat melalui media informasi seperti dibuatkan baliho atau ditempel 

dipapan informasi? 

“untuk penyampaian kepada masyarakat, kami adakan rapat dengan BPD dan 

masyarakat hanya kami sampaikan tanpa kami buat baliho atau di tempel di papan 

informasi.” (kepala desa 03 april 2023 ) 

 

  Dalam permendagri No 20 tahun 2018 dalam pasal 68 dan pasal 70 

laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada masyarakat melalui media 

informasi akan tetapi pemerintah desa otiola  menyampaikan kepada masyarakat 

secara lisan saja, tidak dibuatkan baliho atau di tempel dipapan informasi. 

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian  

1 Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa  

Tabel 4.1 

 Proyeksi  Perbandingan  perencanaan Pengelolaan Keuangan Didesa Otiola 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20  

Tahun 2018 

Tabel 4.1  

Permendagri No 20 Tahun 2018  Pengelolaan Keuangan 

Pemerintah Desa Otiola 

Kecamatan Ponelo 

kepulauan 

Hasil  

Pasal 43  

1. Pengelolaan keuangan desa  

Merupakan penerimaan dan 

pengeluaran pemerintah desa 

pada tahun anggaran berkenan 

yang yang dianggarkan dalam 

APBDesa 

2. Sekretaris desa menyususn 

rancangan peraturan desa 

tentang APBDesa 

berdasarkan RKPDesa tahun 

berkenan  

3. Materi yang memuat 

peraturan bupati/walikota 

sesuai dengan yang dimaksud 

pada ayat 2 

Desa otiola untuk 

perencanaan pengelolaan 

keuangan desa setiap 

penerimaan dan  pengeluaran 

desa yang dianggarkan 

dalam APBDesa. Kemudian 

sekdes telah menyusun 

APBDesa yang dimulai 

dengan musdus untuk 

mengumpulkan aspirasi 

masyarakat kemudian 

musdes untuk menentukan 

pembangunan apa yang akan 

dilakukan serta disahkan, 

kemudian sekretaris desa 

menyusun rancangan 

Sudah 

diterapkan  
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4. Rancangan APBDesa 

yang telah disusun 

merupakan bahan 

penyusunan rancangan 

peraturan desa tentang 

APBDesa 

APBDesa sesuai RKPDesa 

yang berjalan pada tahun 

tersebut  

Pasal38 

1. Rancangan perdes tentang 

APBDesa yang telah 

dievaluasi diputuskan oleh 

kepala desa menjadi peraturan 

desa tentang APBDesa  

2. Perdes tentang APBDesa 

ditetapkan paling lama tgl 31 

desember tahun anggaran 

sebelumnya 

3. Kepala desa menetapkan 

rancangan peraturan desa 

tentang penjabaran APBDesa 

sebagai peraturan desa tentang 

APBDesa 

4. Kepala desa menyampaikan 

peraturan desa tentang 

APBDesa dan peratuan kepala 

desa tentang penjabaran 

APBDesa  

Peraturan desa yang telah 

dievaluasi /direvisi 

ditetapkan menjadi tentang 

APBDesa serta disampaikan 

paling lambat biasanya bulan 

desember kemudian kepala 

desa menyampaikan perdes 

tersebut pada bupati biasanya 

maksimal 7 hari setelah 

disepakati  

Sudah 

diterapkan 

Pasal 40 

1. Pemerintah desa hanya bisa 

melakukan perubahan 

APBDesa 

2.  perubahan APBDesa hanya 

dapat dilakukan 1 kali dalam 1 

tahun anggaran kecuali dalam 

keadaan luar biasa  

3. kriteria keadaan luar biasa di 

atur dalam peraturan 

bupati/walikota mengenai 

pengelolaan keuangan desa  

4. perubahan APBDesa ditetapkan 

dengan perdes dan tetap 

mempedomani RKP Desa 

Kades melakukan perubahan 

APBDesa jika diterapkan ada 

penambahan dana sesuai 

dengan perbub. 

Sudah 

diterapkan  

Sumber:Data diolah,2023   

  

 Berdasarkan hasil analisis serta tabel  perbandingan secara keseluruhan 

proses perencanaan di desa otiola pada tahun 2021 secara menyeluruh telah 
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menerapkan permendagri No Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, 

dalam perencanaan pembangunan infrastruktur pun sudah mengikuti prosedur 

peraturan yang ada seperti musyawarah dusun untuk mengumpulkan aspirasi 

mengenai pembangunan apa yang akan dibuat untuk kemajuan serta bermanfaat 

bagi masyarakat setelah aspirasi dari masyarakat terkumpul selanjutnya dilakukan 

musyawarah desa yang mana dalam musyawarah ini proses penentuan 

infrastruktur yang akan disepakati untuk dilaksanakan pada tahun 2021 rencana 

pembangunan sudah dilaksanakan seperti pembangunan jalan, pembuatan saluran 

air, pembangunan jembatan penghubung dan masih ada pembangunan yang belum 

terlaksana namun kareana adanya covid19 maka sebagian dana desa dialihkan 

untuk pemberdayaan masyarakat. 

  Adapun dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Sinta P. Pratiwi Tentang Analisis Penerapan  Peratuan di permendagri No 20 

Tahun 2018 dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan 

serta pertanggungjawaban  di desa puncangan diketahui bahwa dalam 

perencanaanya sudah memenuhi permendagri djelaskan bahwa rancangan perdes 

tentang APBDesa yang mana harus disetujui paling lama bulan okteber dengan 

hal tersebut perencanaan didesa puncangan belum sepenuhnya mengikuti prosedur 

yang diterapkan. 
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2 Pelaksanaan Pengelolaan Keungan Desa Otiola  

 

Tabel 4.2 

Proyeksi  Perbandingan  pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Didesa Otiola 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 

Tahun 2018 

  

Peremendagri No 20 Tahun 

2018  

Pengelolaan Keuangan Pemerin

tah Desa Otiola Kecamatan 

Ponelo kepulauan 

Hasil  

Pasal43 

1. pelaksanaan pengelolaan 

keuangan merupakan  

 penerimaan dan 

pengeluaran desa yang 

dilaksanakan melalui 

rekening kas desa  

2. rekening desa dibuat oleh 

pemerintah desa dengan 

pesimen tanda tangan 

kepala desa dan kaur 

keuangan  

3. desa yang belum memiliki 

pelayanan perbankan 

diwilayahnya rekening 

kas desa dibuka diwilayah 

terdekat  

Di desa otiola penerimaan serta 

pengeluaran dilakukan  

menggunakan rekening kas desa 

dan pelayanan perbankan    

diwilayah terdekat  

Sudah 

diterapkan  

Pasal45 

1. kepala desa menugaskan 

kaur dan kasi pelaksana 

kegiatan anggaran sesuai 

dengan tugasnya 

menyusun DPA paling 

lama 3 hari kerja setelah 

peraturan desa tentang 

APBDesa dan perkades 

tentang penjabaran 

APBDesa ditetapkan. 

2. DPA dimaksud terdiri 

atas rencana kegiatan dan 

anggaran desa serta 

rencana kerja kegiatan 

desa dan rencana 

anggaran biaya  

Di desa otiola telah menyusun 

DPA dengan waktu maksimal 3 

hari perdes tentang APBDesa 

serta perkades tentang penjabaran 

APBDesa. DPA itu berupa 

rancangan pekerjaan dan anggaran 

rencana kerja. 

Sudah 

diterapkan 
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Pasal48 

1. Kaur keuangan 

menyusun rancangan 

RKP berdasarkan DPA 

yang telah disetujui 

kepala desa  

2. Rancangan RAK Desa 

disampaikan melalui 

sekretaris desa 

3. Sekretaris    desa 

melakukan verivikasi 

terhadap rancangan RAK 

yang diajukan kaur 

keuangan  

Di desa otiola bendahara 

menyusun rancangan RAK sesuai 

dengan DPA disampaikan oleh 

sekretaris desa kepada kades 

setelah itu sekdes melakukan 

verfikasi rancangan RAK desa 

selanjutnya kades tinggal 

menyetujui . 

Sudah 

diterapkan  

Pasal49 

RKP Desa yang memuat arus 

kas masuk dan arus kas keluar 

dilakukan untuk mengatur 

penarikan dana melalui 

rekening kas desa 

 

RKP desa meliputi arus kas 

masuk dan keluar untuk menata 

penarikan dana melalui rekening 

kas desa  

Sudah 

diterapkan  

Sumber:Data diolah,2023 

  

 Berdasarkan hasil analisis proses pelaksanaan pada 2021 sudah 

menerapkan pelaksanaan  pengelolaan keuangan didesa otiola penerimaan serta 

pengeluaran dilakuan menggunakan  rekening kas desa dan pelayanan perbankan 

diwilayah terdekat, serta telah menyusun permendagri No 20 Tahun 2018 tentang 

pengelolaan keuangan desa, RAK sesuai  dengan  DPA yang  disampaikan oleh 

sekretaris desa. RKP desa meliputi arus kas masuk dan keluar untuk menata 

penarikan dana melalui rekening kas desa. 
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3 Penatausahaan  Keuangan Desa  

Tabel 4.3 

Proyeksi  Perbandingan  penatausahaan Pengelolaan Keuangan Didesa 

Otiola dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 

Tahun 2018 

  

Peremendagri No 20 Tahun 2018  Akuntansi Keuangan 

Pemerintah Desa 

Otiola Kecamatan 

Ponelo kepulauan 

Hasil  

Pasal63  

1. penatausahaan keuangan 

dilakukan oleh kaur keuangan 

sebagai fungsi kebendaharaan. 

2. Penatausahaan dilakukan dengan 

mencatat setiap penerimaan dan 

pengeluaran dalam buku kas 

umum 

3. Pencatatan pada buku kas umum 

ditutup setiap akhir bulan 

Didesa otiola 

penatausahaan tidak 

hanya dilakukan oleh 

kaur keuangan saja, dan 

tidak dilakukan 

penutupan pada akhir 

bulan  

Belum 

diterapkan  

Pasal64  

Kaur keuangan wajib membuat waji 

membuat buku pembantu kas umum 

yang terdiri dari: 

 Buku  pembantu bank 

 Buku pembantu pajak 

 Buku pembantu panjar 

 

Di desa otiola kaur 

keuangan membuat  

buku kas umum, buku 

pembantu bank, tidak 

membuat buku 

pemabantu panjar. 

Sudah 

sebagian sudah 

diterapkan  

Pasal48 

Penerimaan disetorkan kerekening  

kas desa dengan cara: 

a) Disetorkan langung kebank 

oleh pemerintah provinsi dan 

daerah kabupaten 

b) Disetorkan melalui bank lain 

badan keuangan atau kantor pos 

oleh pihak ketiga disetorkan  

oleh kaur keungan untuk 

penerimaan yang diperoleh dari 

pihak ketiga  

Kas umum pembantu 

bank dan buku 

pembantu pajak  

Sudah 

diterapkan  

Sumber:Data diolah,2023 

  

     Berdasarkan hasil analisis proses pengelolaan keuangan desa pada tahap 

penatausahaan didesa otiola sudah sebagian  menerapkan permendagri No 20 
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Tahun 2018 dikarenakan pelaporan tidak disampaikan setiap akhir bulan hanya 

saja dalam  penatausahaan harus ditingkatkan lagi dan dalam  pembuatan buku 

kas umum yang masih terdiri dari buku pembantu bank dan pembantu pajak. 

Seharusnya dalam  permendagri buku kas umum terdiri dari buku kas bank, buku 

kas  pajak, dan buku  kas  panjar serta penatausahaan tidak hanya kaur keuangan 

saja tetapi dibantu oleh sekretaris desa. Alasan kaur keuangan tidak membuat 

buku pembantu panjar karena telah dilaksanakan oleh fungsi yang lain buku 

pembantu panjar secara sederhana telah digantikan dengan buku pembantu 

kegiatan yang dikelola oleh Tim pelaksana kegiatan. 

4. Pelaporan pengelolaan keuangan desa  

Tabel 4.5 

Proyeksi  Perbandingan  pelaporan Pengelolaan Keuangan Didesa Otiola 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 

Tahun 2018 

Peremendagri No 20 

Tahun 2018  

Akuntansi Keuangan 

Pemerintah Desa Otiola 

Kecamatan Ponelo 

kepulauan 

Hasil  

Pasal68  

1. Kepala desa 

menaympaikan laporan 

pelaksanaan APBDesa 

semester petama kepada 

bupati/walikota 

2. Laporan tersebut terdiri 

laporan pelaksana 

APBDesa dan laporan 

realisasi kegiaan 

3. kepala desa menyusun 

dengan      cara 

menggabungkan 

seluruh laporan paling 

lambat minggu kedua 

bulan juli tahun berjalan  

 

Di desa otiola  tahun 2021 

telah menyampaikan 

laporan pelaksanaan 

APBDesa semester 

pertama pada bupati 

melalui camat  

Sudah 

diterapkan  

Sumber:Data diolah,2023 
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          Berdasarkan  hasil  perbandingan  diatas dalam  pelaporan  keuangan desa 

otiola sudah menerapkan  permendagri No 20 Tahun 2018, telah  menyampaikan 

laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama pada bupati melalui camat,  

laporan tersebut terdiri laporan  pelaksana APBDesa dan laporan  realisasi  

pelaksana. 

5 Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa  

Tabel 4.5 

Proyeksi  Perbandingan  pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan 

Didesa Otiola dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 

Tahun 2018 

  

Peremendagri No 20 Tahun 

2018  

Desa otiola kecamatan 

ponelo kepulauan  

Hasil  

Pasal70 

1 Kepala desa menyampaikan 

laporan 

pertanggungjawaban 

realisasi APBDesa kepada 

bupati/walikota melalui 

camat setiap akhir tahun 

anggaran  

2 Laporan 

pertanggungjawaban 

disampaikan  paling 

 lambat 3 bulan setelah 

akhir tahun anggaran 

berkenan yang ditetapkan 

dengan peraturan desa  

Desa otiola telah menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban 

APBDesa, masih mengalami 

keterlambatan dalam 

penyampaian kepada camat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

belum 

diterapkan  

Pasal72 

1 Laporan realisasi APBDesa 

diinformasikan kepada 

masyarakat melalui media 

informasi  

2 Informasi  tersebut 

memuatlaporan realisasi 

APBDesa,laporan realisasi 

kegiatan 

Desa otiola laporan realisasi 

tidak disampaikan kepada 

masyarakat melaui media 

informasi seperti baliho atau 

papan informasi 

Belum 

diterapkan  

Sumber:Data diolah,2023 
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       Berdasarkan  hasil tersebut proses pertanggungjawaban pengelolaan 

keuangan desa belum  menerapkan permendagri No 20  Tahun 2018 

pertanggungjawaban  laporan realisasi dilaksanakan dikarenakan  pemerintah desa 

otiola menyampaikana laporan pertanggungjawaban  APBDesa, masih mengalami 

keterlambatan karena melewati batas waktu penyampaiannyan, serta 

pertanggungjawaban tidak disampaikan kepada masyarakat secara tertulis, 

maupun  media  informasi  sedangkan  dalam   permendagri  laporan    

pertanggungjawaban harus disampaikan secara tertulis, informasi tersebut memuat 

laporan realisasi APBDesa, dan laporan realisasi kegiatan.
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BAB V 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

     Berdasarkan hasil anaisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan 

peraturan menteri dalam negeri No 20 Tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa : 

1. Pada  tahap perencanaan pemerintah desa otiola sebagian besar sudah 

menerapkan permendagri No 20 Tahun 2018. Guna memperoleh kesepakatan 

bersama dalam pembangunan desa dengan melakukan musyawarah dusun, 

musyawarah desa,dalam menetapkan RPJM Desa.  

2.  pada tahap pelaksanaan sudah menetapkan permendagri No 20 Tahun 2018 

tahap pelaksanaan yang mana sebelumnya telah direncanakan dan ditetapkan 

dalam bentuk RPJM Desa kemudian pada tahap ini ialah melaksanakan 

infrastruktur yang akan dibangun dalam hal pembangunan desa yang tertuang 

dalam RPJM Desa. 

3. Pada tahap penatausahaan belum sepenuhnya sesuai dengan permendagri No 

20 Tahun 2018, proses penatausahaan tidak hanya dilakukan oleh  kaur 

keuangan sebagai fungsi kebendaharaan.  dalam penatausahaan bukan hanya 

bendahara desa yang bertugas dalam penatausahaan melainkan perangkat 

desa lainnya juga ikut membantu seperti sekretaris desa. Serta  membuat 

buku kas umum, buku pembantu bank dan tidak membuat buku pembantu 

panjar. Karena buku tersebut telah digantikan dengan buku pembantu 

kegiatan yang dibuat oleh Tim pelaksana kegiatan. 
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4. pada tahap  pelaporan  sudah menerapkan permendagri No 20 Tahun 2018 

pelaksanaan pengelolaan keuangan didesa otiola penerimaan serta 

pengeluaran dilakuan menggunakan rekening kas desa dan pelayanan 

perbankan diwilayah terdekat, serta telah menyusun RAK sesuai dengan 

DPA yang disampaikan oleh sekretaris desa. 

5. Terakhir pada tahap pertannggungjawaban pengelolaan keuangan desa belum 

menerapkan permendagri No 20 Tahun 2018 laporan realisasi tidak 

disampaikan pada masyarakat secara tertulis dan disampaikan secara lisan 

serta pemerintah desa mengalami keterlambatan dalam menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban karena salah satu kendalanya adalah kurangnya 

sumber daya manusia. 

5.2 Saran   

 Berdasarkan hasil pembahasan serta kesimpulan diatas. Adapun yang menjadi 

saran sebagai berikut: 

1 Sebaiknya pemerintah desa otiola lebih meningkatkan lagi kinerjanya 

khususnya pada tahap penatausahaan dengan melakukan tutup buku 

setiap akhir bulan dan membuat buku pembantu panjar sesuai peraturan 

Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2018. 

2 Perlu implementasi starategi mengelola keuangan desa agar dapat 

mengelola keuangan secara efektif. Dengan meningkatkan sumber daya 

manusia dalam hal ini mengikuti Bimbingan Teknis (BIMTEK). 

3  Sebaiknya laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada masyarakat 

melalui media informasi seperti  memasang baliho agar masyarakat dapat 
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membaca apa saja rencana kerja di desa serta nantinya mereka 

berpartisipasi dalam menyelesaikan program-program yang disepakati. 
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LAMPIRAN 

 

 

Transkip Wawancara Pengelolaan Keuangan Desa  

 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Tahap perencanaan: 
1. Bagaimana proses 

perencanaan keuangan 

desa otiola ? 

 

 

 
 
 

2. Bagaimana prosedur  

perencanaan keuangan 

desa otiola? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Bagaimana dasar 

perencanaan anggaran 

desa ? 

 

 

4. Apakah pemerintah desa 

mengundang BPD untuk 

perencanaan keuangan 

desa? 

 

 

 

 

  dalam  proses perencanaan 

keuangan desa kami lakukan 

atas dasar kebutuhan 

masyarakat tentunya yang 

sudah tercatum dalam RPJM 

Desa ( kaur keuangan 20 maret 

2023) 

  prosedur perencanaan itu kita 

menekankan dengan RPJM 

terus kita musyawarakan 

dengan BPD dan tokoh 

masyarakat tentunya melalui 

Musrenbangdes, mana yang 

perlu dibangun dulu,tetapi 

kami juga tidak bisa lari dari 

ketentuan pemerintah pusat 

untuk sebagian dana itu harus 

dialokasikan untuk penanganan 

covid terutama BLT” ( kepala 

desa otiola, 20 Maret 2023 ) 

 

 bahwa dasar perencanaan 

anggaran desa diselenggarakan 

pada bidang pemerintahan 

desa, pembangunan desa 

 untuk tahap perencanaan 

pemerintah desa memang dan 

harus mengundang BPD, 

dalam forum musrenbangdes 

disitu kita membahas 

perencanaan apa yang perlu 

dilaksanakan didesa dan apa 

yang perlu diperbaiki jadi 

setiap LPM, BPD, disitu 

masing-masing menyampaikan 

pendapat atau aspirasi dari 

masyarakat. Artinya apa 
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keluhan masyarakat dan apa yg 

perlu dibangun  ( sekretaris 

BPD, 03 April 2023) 
 

2. Tahap pelaksanaan: 

1. bagaimana proses 

pelaksanaan keuangan 

desa ? 

 

 

2. bagaimana prosedur 

proses pelaksanaan 

keuangan desa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 untuk proses pelaksanaan 

APBDesa itu dimulai dari 

pelaksanaan,  penatausahaan, 

pelaporan, dan 

pertanggungjawaban. (kaur 

keuangan 03 April 2023) 

 seluruh kegiatan yang ada di  

desa ini dengan alokasi dana 

desa pada saat penetapan 

RKPdesa. Pelaksanaan 

APBDesa yang secara berkaitan 

dengan teknis pelaksanaan 

kegiatan selisih antara anggaran 

desa dan realisasi pembayaran 

pelaksanaan kegiatan APBDesa 

di desa ini ( sekretaris desa 03 

april 2023 ) 

3 Tahap penatausahaan: 

1. apakah kaur keuangan 

melakukan pencatatan 

kedalam buku kas 

umum? 

 

 

2. apakah  penatausahaan 

dilakukan oleh kaur 

keuangan  sebagai 

fungsi  kebendahraan? 

 

 

 

 

 

 

3. bagaimana proses 

penatausahaan  

keuangan desa ? 

 

 

 iya, penatausahaan keuangan 

desa saya mencatatnya ke dalam 

buku kas umum, baik transaksi 

penerimaan maupun 

pengeluaran yg berkaitan 

dengan kas(kaur keuangan, 03 

april 2023 ) 

 pentausahaan  keuangan  itu  

tidak cuman t ma Epi yang 

bekeng, ti seki juga ba bantu 

bekeng karena ti Ma epi tidak 

tau menggunakan komputer dan 

untuk pencatatan  kami tutup 

setiap akhir tahun( kaur 

keuangan 03 april 2023) 
 

 

 untuk proses penatausahaan 

keuangan,Ti Ma epi selaku  

pemegang kas desa harus 

melakukan  penginputan 

terlebih dahulu  untuk anggaran 

desa dan pengeluaran  anggaran 

desa sebelum  melakukan tutup 

buku laporan keuangan 
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anggaran  desa pada akhir 

tahun( kaur keuangan 03 april 

2023 ) 
 

4. Tahap pelaporan: 

1. bagaimana proses 

pelaporan keuangan 

desa ? 

 

2. pelaksanaan APBDesa 

sudah terkomputerisasi? 

 

 

 

 

 

 

3. Apakah pelaporan 

dilaporkan dalam 

siskeudes ? 

 
 

 untuk pelaporan APBDesa kita 

buat sesuai dengan kegiatan 

yang terealisasi atas laporan dari 

tim pelaksana kegiatan” ( kaur 

keuangan, 03 april 2023)  

 iyaa, untuk pelaporan 

pelaksanaan APBDesa ini sudah 

terkomputerisasi sehingga 

seluruh laporan kegiatan yang 

sudah terealisasi tersusun 

sendiri dalam waktu 

penatausahaan.(sekretaris desa, 

03 april 2023 ) 

 untuk laporan pertanggungjawa

ban dilapor pada aplikasi 

siskeudes dan musyawarah 

laporan peranggungjawaban 

 

5. Tahap pertanggungjawaban: 

1. bagaimana 

pertangungjawaban 

keuangan desa? 

 

 

2. Apakah pemerintah 

desa otiola setiap 

akhir tahun 

melakukan tutup 

buku? 

3. apakah terjadi 

keterlambatan dalam 

pelaporan 

pertanggungjawaban? 

 

 

 

 

 

 

 

4. apakah laporan 

pertanggungjawaban 

 Laporan pertanggungjawaban 

itu kita sampaikan secara 

akuntabilitas dan secara 

transparansi kepada BPD dan 

tokoh masyarakat” ( kaur 

keuangan 03 april 2023 ) 

 tanggal 31 desember itu kita 

sudah tutup buku dan 

dilaporkan dua kali dalam 

setahun  ( kaur keuangan 03 

april 2023 ) 

 kalau untuk keterlambatan 

kami memang sering 

terlambat dalam meyampaikan 

laporan pertanggungjawaban, 

dikarenakan dalam menyusun 

laporan pertanggungjawaban 

realisasi APBDesa itu yang 

lama disebabkan berkas 

transaksi dan SPJ kegiatan 

(kaur keuangan) 
 

 untuk penyampaian kepada 

masyarakat, kami adakan rapat 
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disampaikan kepada 

masyarakat melalui 

media informasi 

seperti dibuatkan 

baliho atau ditempel 

dipapan informasi?

  
 

dengan BPD dan masyarakat 

hanya kami sampaikan tanpa 

kami buat baliho atau di tempel 

di papan informasi.” (kepala 

desa 03 april 2023 ) 
 

 

DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 

 

Wawancara Dengan Kepala Desa          Wawancara Dengan Kaur Keuangan  

               

 

 

   

 

 

Wawancara Dengan sekretaris desa 
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1. Aggaran Pendapatan Belanja Desa  

 

 

 

 

 

 

2. Buku Kas Pembantu  Pajak  

 

 

 

 

 

 

3. Buku Kas Pembantu Bank  
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4.Buku  Kas  Umum  
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5  Laporan  APBDesa  
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ABSTRACT 

 
 

SRI YEWINDA HASYIM. E1119030. THE ANALYSIS OF VILLAGE 

FINANCIAL MANAGEMENT OF THE OTIOLA VILLAGE 

GOVERNMENT IN THE PONELO ISLANDS SUBDISTRICT 

 

This research aims to analyze village financial management in the Otiola 

Village government, Ponelo Islands Subdistrict. This type of research is 

qualitative by using interviews, observation, and documentation as data 

collection techniques. The results of this research indicate that financial 

management is under the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 20 

of 2018, starting from the planning, implementation, administration, 

reporting, and accountability stages. The results of the analysis show that 

the implementation of Otiola Village’s financial management for the 

planning, implementation, and reporting stages has followed the 

Regulation of the Minister of Home Affairs No. 20 of 2018. On the other 

hand, administration, and accountability, it has not been optimally done 

based on the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 20 of 2018. 

 

Keywords: village financial management 
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ABSTRAK 

 
 

SRI YEWINDA HASYIM. E1119030. ANALISIS PENGELOLAAN 

KEUANGAN DESA PADA PEMERINTAH DESA OTIOLA 

KECAMATAN PONELO KEPULAUAN 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan desa 

pada pemerintah Desa Otiola Kecamatan Ponelo Kepulauan. Jenis 

penelitian ini adalah kualititaf dengan menggunakan teknik pengumpulan 

data wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam pengumpulan data. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan keuangan 

yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 

2018, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan, dan pertanggungjawaban. Hasil analisis menunjukkan bahwa 

pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Otiola untuk tahap perencanaan, 

pelaksanaan, pelaporan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri No 20 Tahun 2018. Di lain pihak, untuk penatausahaan dan 

pertanggungjawaban belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam  

Negeri No 20 Tahun 2018. 
 

Kata kunci: pengelolaan keuangan desa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

 
 

 

 

 



82 

 

 
 

 



83 

 

 
 

 

 

 

 



84 

 

 
 

 

 

 

 



85 

 

 
 

 

 

 



86 

 

 
 

 

 

 



87 

 

 
 

CURICULUM VITAE  

 

A. Identitas 

Nama    : Sri Yewinda Hasyim 

Nama panggilan  : Yewin 

Nim     : E1119030 

Tempat Tanggal Lahir  : Ponelo, 13 Maret  2000 

Jenis kelamin   : Perempuan 

Angkatan    : 2019 

Fakultas    : Ekonomi 

Jurusan   : Akuntansi 

Status    : Mahasiswa 

Agama    : Islam 

Alamat    : Desa Otiola, Kec. Ponelo Kepulauan 

Email     : sriyewindahasyim@gmail.com 

No. Hp    : 0853-9513-9649 

Nama Ayah   : Lakoro Hasyim 

Nama Ibu   : Rusmin Pakaya 

Jumlah Saudara Kandung : 5 

B. Riwayat Pendidikan 

1. SDN 2 Ponelo Kepulauan Lulus Pada Tahun 2012 

2. SMP N 2 Ponelo Kepulauan Lulus Pada Tahun 2015 

3. SMA N 1 Gorontalo Utara Lulus Pada Tahun 2018 

4. Perguruan tinggi : Universitas Ichsan Gorontalo Fakultas Ekonomi 

Program Studi S1 Akuntansi  2019-2023 


	1.3.2  Tujuan Penelitian
	2.1.3.4   Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa)
	2.1.3.6  Pengguna Akuntansi Keuangan Desa
	2.1.3.7. Siklus Akuntansi Keuangan Desa
	2.1.4.2  Penyusunan Laporan Keuangan Desa
	2.2.     Kerangka Pemikiran
	1.2 Metode Penelitian
	1.2.1 Metode Yang Digunakan
	3.2.2. Operasionalisasi Variabel Penelitian
	3.2.3. Informan Penelitian
	3.2.5  Teknik Pengumpulan Data
	3.2.6 Teknik Analisis Data
	3.2.7   Keabsahan Data


